BAB X
DEMOKRASI PANCASILA

A. Pemahaman Tentang Demokrasi
1. Pengertian Demokrasi secara etimologis/bahasa
Demokrasi mengandung makna Universal. Abraham Lincolin (1873) memberikan pengertian “government of the people ,by the people, and for the people”. (pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat) berasal dari bahasa yunani demos (rakyat) crate (pemerintahan/kekuasaan).
Demokrasi beerarti pemerintahan rakyat  atau kekuasaan rakyat. Oleh karena itu dalamsistem  demokrasi rakyat mendapat  kedudukan penting didasarkan adanya rakyat memgang kedaulatan. Pelaksanaan demokrasiitu ada dua cara yaitu demokrasi langsung dan tidak langsung.
Demokrasi langsung rakyat seluruhnya diikutsertakan dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijakan dan mengambil keputusan.
Demokrasi tidak langsung yaitu dilaksanakan melalui sistem perwakilan dengan cara pemilihan umum
2. Pengertrian Demokrasi secara terminology
Demokrasi dari segi terminology mengandung makna demokrasi konseptual yang memiliki beberapa pendapat, yaitu:
a. Tradisi pemikiran Aristotelianm demokrasi merupakan  salah satu bentuk pemerintahan
b. Tradisi Medieval Theory , meneraqpkan  roman law (hokum romwai) dan konsep popular souvereignty (kedaulatan rakyat)
c. Contemporary Doctrine, dengan konsep republic dipandang sebagai bentuk pemerintahan rakyat yang murni
d. Harris Soche, demokrasi adalah pemerintahan rakyat karena karena itu kekuasaan melekat pada rakyat
e. Henry B.Mayo, system politik demokratis adalah menunjukkan kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas  oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat, dan didasarkan atas kesamaan politik dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.
f. Internasional Commision for furist, demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan untuk membuat keputusan politik diselenggarakan oleh wakil-wakil yang dipilih dan bertanggungjwab kepada mereka melalui pemilihan yang bebas.
g. C.f. Strong suatu system pemerintahan pada mayoritas anggota dewasa dari masyarakat politik ikut serta atas dasar system perwakilan yang menjamin bahwa pemerintah akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan kepada myoritas.
h. Samuel P. Huntington, system politik sebagai demokratis sejauh para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam system itu dipilih melalui pemilihan umum yang adil,jujur, dan semua orang dewasa mempunyai hak yang sama memberikan suara.
Jadi demokrasi secara kontekstual dilihat dari fakta kenyataan pemerintahan yang pernah dan sedang terjadi. Indonesia pada zaman pemerintahan Soekarno masa Orde Lama dengan konstitusi RIS dan UUDS’50 dikenal dengan demokrasi liberal, setelah kembali ke UUD 45 dikenal dengan demokrasi terpimpin. Era Soeharto Orde Baru dikenal dengan demokrasi pancasila dan masa reformasi masih menggunakan demokrasi pancasila. Demokrasi dilihat dari segi pemikiran politik  terbagi menjadi tiga tradisi pemikiran politik, yaitu
a. Classical  Aristotelisn Theory (teori Alistotelian Klasik)
b. Medieval Theory (teori abad pertengahan)
c. Contemporary Docrine (ajaran masa kini)
Torres melihat demokrasi dari segi formal dan substantive menunjuk pada demokrasi dalam empat bentuk:
1). Menitik beratkan pada perlindungan  terhadap tirani
2). Titik berat pada manusia mengembangkan kekuasaan  dan kemampuan
3). Melihat keseimbangan partisipasi masyarakat terhadap beban yang berat dan tuntutan  yang tidak dapat dipenuhi
4). Bahwa tidak dapat mencapai partisipasi  yang demokratis tanpa  perubahan lebih dulu dalam keseimbangan social dan kesadaran social.

3. Pengertian Demokrasi Pancasila
Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kuncitersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajarm sebab demokrasi data ini disebut-sebut sebagai indicator perkembangan politik suatu Negara.
Menurut Wiki Pedia, demokrasi adalah bentuk atau mekanisme system pemerintahan suatu Negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga Negara) atas Negara untuk dijalankan oleh pemerintah Negara tersebut. Demokrasi yang dianut di Indonesia yaitu demokrasi pancasila. Secara eksplisit dua prinsip yang menjiwai penjelasaan mengenai Sistem pemerintahan Negara, yaitu:
a. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtaat) , Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (reschtaat)tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka.
b. Sistem Konstitusional
Pemerintah berdasarkan atas Sistem Konstitusi  (Hukum Dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Berdasarkan 2 istilah rechtaat dan sistem konstitusi , maka jelas bahwa demokrasi yang menjadi dasar dari Undang-undang dasar 1945, ialah demokrasi konstitusionil. Corak khas demokrasi indonesia yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah  kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dimuat dalam pembukaan UUD 1945.
     
        Pengertian Demokrasi Pancasila menurut para pakar, yaitu”
1). Menurut Prof.Dardji Darmadihardja, SH Demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang bersumber pada kepribadian dan falsafah hidup  bangsa indonesia  yang perwujudannya  seperti dalam ketentuan-ketentuan seperti dalam pembukaan UUD 1945.
2). Prof. dr.Drs.Notonegara, SH, Demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan yang berketuahanan Yang Maha Esa, yang berkeprimanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan  Indonesia  dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3).   Ensiklopedi Indonesia, Demokrasi Indonesia berdasarkan Pancasila yang meliputi bidang-bidang politik sosial ekonomi,serta yang dalam penyelesaian masalah  masalah nasional berusaha sejauh mungkin menempuh jalan permusyawaratan untik mencapai mufakat.
Secara ringkas demokrasi pancasila memiliki berbagai pengertian sebagai berikut:
1. Demokrasi Pancasila adalah Dalam Demokrasi  yang bedasarkan kekeluargaan dan gotong royong yang ditujukan  kepada kesejahteraan rakyat, yang mengandung unsur-unsur erkesadaran religius, berdasarkan kebenaran, kecintaan dan budi pekerti luhur, berkepribadian indonesia dan berkesinambungan.
2. Dalam Demokrasi pancasila, sistem pengorganisasian  negara dilakukan oleh rakyat sendiri atau dengan rakyat.
3. Dalam Demokrasi Pancasila kebebasan individu  tidak bersifat mutlak, tetapi harus didasarkan  dengan tanggung jawab  sosial.
4. Dalam Demokrasi Pancasila, keuniversalan cita-cita demokrasi dipadukan  dengandan bagaimana  cita-cita hidup bangsa Indonesia yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan, sehingga tidak ada dominasi mayoritas atau minoritas.

- Aspek Demokrasi Pancasila
A. spek Formal
	   	Mempersoalkan proses dan cara rakyat menunjuk wakil – wakilnya dalam badan-badan  			perwakilan rakyat  dan pemerintahan dan bagaimana mengatur permusyawaratan  			wakil-wakil rakyat.
B. Aspek normatif
	         Mengungkapkan seperangkat norma atau kaidah yang membimbing menjadi kriteria 		         pencapaian tujuan.
C. Aspek Optatip
         Mengetengahkan tujuan dan keinginan yang hendak dicapai
D. Aspek Organisasi
         Mempersoalkan organisasi sebagai pelaksanaan demokrasi pancasila di mana wadah
tersebut harus cocok dengan tujuan yang hendak dicapai.
E. Aspek Kejiwaan
	Menjadi semangat para penyelenggara negara dan semangat para pemimpin 	pemerintah

- Prinsip Pokok Demokrasi Pancasila
  		Prinsip merupakan kebenaran yang pokok  atau dasar orang  berfikir, bertindak dsb. Dalam menjalankan prinsip-prinsip demokrasi secara umum, terdapat dua landasan pokok yang menjadi dasar yang merupakan syarat mutlak untuk diketahui oleh yang menjadi pemimpin negara/rakyat/masyarakat/organisasi/partai/keluarg, yaitu:
A.  Suatu negara itu adalah milik seluruh rakyatnya, jadi bukan milik perorangan atau milik    suatu keluarga/kelompok/golongan/partai, dan bukan pula milik penguasa negara.
B. Siapapun yang menjadi pemegang kekuasaan negara, prinsipnya adalah selaku pengurus rakyat, yaitu harus bisa bersikap dan betindak adil terhadap seluruh rakyatnya, dan sekaligus selaku pelanyan rakyat, yaitu tidak boleh atau bisa bertindak zalim terhadap tuannya, yakni rakyat.
Adapun prinsip pokok demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut:
A. Pemerintahan berdasarkan huum: dalam penjelasan UUD 1945 dikatakan:
1) . Indonesia ialah negara berdasarkan hukum ( rechtstaat) dan tidak berdasarkan kekuasaan     belaka (machtstaat).
2) . Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absolutisme (kekuasaan tidak terbatas).
3) . Kekuasaan yang tertinggi berada di tangan MPR
 
B. Perlindungan terhadap HAM
C. Pengambiln keputusan atas dasar musyawarah mufakat
D. Peradilan yang merdeka artinya badan peradilan (kehakiman) merupakan badan yang merdeka, artinay terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lain contoh Presiden,        BPK,DPR, DPA.
E.  Adanya partai politik dan organisasi sosial politik karena berfungsi untuk menyalurkan aspirasi  rakyat.
F. Pelaksanaan Pemilihan Umum
G. Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR (pasal 1 ayat 2 UUD 1945)
H. Keseimbangan antara hak dan kewajiban
I. Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan YME, diri sendiri, masyarakat, dan negara ataupun orang lain.
J. Persamaan bagi seluruh rakyat indonesia
K. Mewujudkan rasa keadilan sosial
L. Mengutamakan persatuan nasional dan kkeluargaan
M. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional

Ciri-Ciri Demokrasi Pancasila
a. Kedaulatan ada di atangan rakyat
b. Selalu berdasarkan kekeluargaan dan gotong royong
c. Cara pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mufakat
d. Tidak kenal adanya partai pemerintahan dan partai oposisi
e. Diakuinadanya keselarasan  antara hak dan kewajiban
f. Menhgargai Hak Asasi Manusia
g. Ketidaksetujuan terhadap kebijaksanaan  pemerintah dinyatakan dan disalurkan melalui wakil-wakil  rakyat. Tidak menghendaki adanya demonstrasi dan pemogokan karena merugikan semua pihak
h. Tidak menganut sistem monopartai
i. Pemilu dilaksanakan secara luber
j. Mengandung sistem mengambang
k. Tidak kenal adanya diktator mayoritas dan tirani minotitas
l. Mendahulukan kepentingan rakyat atau kepentingan umum
 
B.Sistem Pemerintahan Demokrasi Pancasila

1. Indonesia ialah negara yang berdasarkan hukum
2. Indonesia menganut sistem konstitusional
3. Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai pemegang kekuasaan negara yang tertinggi seperti telah disebutkan dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945 pada halaman terdahulu
4. Pengawasan Dewan  Perwakilan Rakyat (DPR)
5. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas

C. Fungsi Demokrasi Pancasila
 1. Menjamin adanya keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara
 2. Menjamin  tetap tegaknya negara RI
 3. Menjamin tetap tegaknya Negara kesatuan RI yang mempergunakan  sistem konstitusional
4. Menjamin tetap tegaknya hukum yang bersumber pada pancasila
5. Menjamin adanya hubungan yang selaras, serasi dan seimbang antara lembaga negara
6. Menjamin adanya pemerintahan yang bertanggung jawab

D.	Beberapa Perumusan Mengenai Demokrasi Pancasila
                1. Demokrasi Pancasila seperti yang dimaksud  dalam UUD 1945, menegakkan kembali azas 	 negara-negara hukum dimana kepastian hukum dirasakan oleh segenap warga negara, dimana hak-hak azasi manusia baik dalam aspek kolektif, maupun dalam aspek perseorangan dijamin. Dan di mana penyalahgunaan kekuasaan, dapat dihidarkan secara institusionil.
               	 2. Sosialisme Indonesia yang berarti masyarakat adil dan makmur

            E.	Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia dalam waktu 63 Tahun
	1.	Periode 1945-1949 dengan Undang-undang 1945 seharusnya berlaku demokrasi Pancasila,   namun dalam penerapan berlaku demokrasi liberal.
	2.	Periode 1949-1950 dengan konstitusi RIS  berlaku demokrasi liberal.
	3.	Periode 1950-1959 UUDS 1950 berlaku demokrasi liberal dengan multipartai.
	4.	Periode 1959-1965 dengan UUD 1945 seharusnya berlaku demokrasi Pancasila namun yang diterapkan demorkasi terpimpin (cenderung otoriter)
	5.	Periode 1989-sekarang  UUD 1945, berlaku Demokrasi Pancasila (cenderung ada perubahan menuju demokratisasi).
	Dengan demikian telah kita lihat   bahwa demokrasi di Indonesia telah berjalan dari waktu ke
            waktu. Namun kita harus mengetahui bahwa pengertian  Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang dihayati oleh Bangsa dan Negara Indonesia yang di jiwai dan diintegrasikan oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Adapun aspek dari Demokrasi Pancasila antara lain  di bidang aspek Material (segi isi atau substansi), Aspek Formal, Aspek Normatif, Aspek Optatif, Aspek Organisasi, Aspek Kejiwaan, 

	F.	Demokrasi Sebagai Bentuk Pemerintahan
		Demokrasi pernah dipakai sebagai bentuk pemerintahan, akan tetapi perkembangannya dipakai dalampengertian luas, sebagai bentuk pemerintahan dan politik, pada awalnya Plato mewngemukakan 6 macam bentuknegara sesuai dengan sifat tertentu dari jiwa manusia, yaitu:
	1.	Aristokrasi, pemerintahan dipegang oleh sekelompok kecil para cerdik pandai berdasarkan   keadilan. Kemerosotan dari aristokrasi ini menjadi Timokrasi.
	2.	Timokrasi, Pemerintahan dijalankan untuk mendapatkan kekayaan untuk kepentingan sendiri. Oleh karena kekayaan untuk kepentingan sendiri lalu jatuh dan dipegang oleh kelompok hartawan. Sehingga yang berhak memerintah adalah orang yang kaya saja sehingga muncul oligarchi.
	3.	Oligarchi, Pemerintahan dijalankan oleh sekelompok orang yang memegang kekayaan untuk kepentingan pribadi. Negatif dari sistem ini adalah timbbul kemelaratan umum. Banyak orang miskin. Akibat rekanan penguasa semankin berat , banyak rakyat semakin sengsara, Akhirnya rakyat sadar dan bersatu memegang pemerintahan dan timbullah Demokrasi.
	4.	Demokrasi, Pemerintahan secara demokrasi diutamakan kemerdekaan dan kebebasan. Oleh karena kebebasan dan kemerdekaan ini terlalu diutamakan timbul kesewenang-wenangan. Kemerdekaan dan kebebasan menjadi tidak terbatas lalu timbullah prinsip Anarki.
	5.	Anarki, Pemerintahan anarki seseorang dapat berbuat sesuka hatinya. Rakyat tidak mau lagi diatur, karena ingin mengatur dan memerintah sendiri. Negara menjadi kacau, Untuk itu perlu pemimpin yang keras dan kuat. Akhirnya timbullah Tirani.
	6.	Tirani, Pemerintahan dipegang oleh seorang saja dan tidak ada persaingan. Semua orang yang menjadi saingan disingkirkan dan diasingkan.
	Pemerintahan ini tambah jauh dari keadilan. Plato dalam perkembangan ajarannya tentang bentuk
	pemerintahan mengemukakan lagi:
	a)	Bentuk negara Ideal Form (bentuk cita), yaitu negara dalam bentuk kesempurnaan:
		1)	Monarki, bentuk pemerintahan dipegang oleh seorang sebagai pemimpin tertinggi  dijalankan untuk kepentingan orang banyak biasanya pada kerajaan.
		2)	Aristokrasi, Pemerintahan dipegang oleh orang yang pandai 
		3)	Demokrasi, Pemerintahan dipegang oleh rakyat.
              b)	The Corruption Form (bentuk pemerosotan)
	       1)	Bentuk Tirani, bentuk pemerosotan dari monarki
		2)	Oligarchi, bentuk pemerosotan dari Aristokrasi.
	c)	Mobokrasi, pemerosotan dari demokrasi. Pemerintahan dipegang oleh rakyat yang tidak tahu dan tidak menguasai  pemerintahan, tidak terdidik (the rule of the mob)
	
	G.	Demokrasi Sebagai Sistem Politik
		Demokrasi dari sistem politik lebih luas dari bentuk pemerintahan.
	Beberapa ahli telah mendefinisikan demokrasi sebagai sistem politik, yaitu:
	1.	Henry B. Mayo, Demokrasi merupakan suatu sistem politik yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar-dasar myoritas oleh wakil-wakil yang diawasi  secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.
	2.	Samuel P.Huntington, sistem politik sebagai demokrasi sejauh para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sistem itu dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur, dan berkala dan dalam sistem itu para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hamper semua penduduk dewasa berhak memberikan suara.

		     Sistem politik dapat dibedakan dari sistem politik demokrasi dan non demokrasi. Sistem politik demokrasi, sistem pemerintahan	 dalam suatu negara yang menjalankan prinsip demokrasi  yaitu tidak sewenang-wenang, kekuasaan tidak tak terbatas, dan mengutamakan kepentingan umum dan keadilan. (contoh lihat penjelasan umum UUD 1945 sebelum amandemen, ada disebutkan 7 prinsip pemerintahan yang baik). Sistem politik non demokrasi, politik otoriter, totaliter, dictator, rezim militer, monarki absolut, dan sistem komunis. Negara berbentuk kerajaan ataupun republic dapat saja merupakan negara demokrasi atau negara kediktatoran, tergantung dari prinsip-prinsipyang dijakankan dalam penyelenggaraan negara.
		     Demokrasi adalah sesuatu yang ideal  tidak pernah tercapai. Negara yang benar-benar demokrasi tidak ada. Bahkan negara yang menyatakan negaranya demokrasi dapat jatuh menjadi otoriter. Dalam segi budaya, demokrasi dibedakan menjadi tiga:
	1.	Demokrasi Liberal
	Demokrasi liberal adalah suatu corak demokrasi yang mendasarkan diri pada paham liberalism (kebebasan). Dalam sistem ini kekuasaan penguasa dibatasi secara ketat, sementara kepada setiap individun diberikan kebebasan secara istimewa, bahkan  kadang-kadang sampai kepentingan umum.
2.	Demokrasi Komunis
	Demokrasi komunis adalah suatu corak demokrasi yang mendasarkan diri dari pada ajaran Karl Marx atau komunisme yang disebut ajaran Historis Materialisme. Dalam bidang ekonomi dianut sistem yang pada prinsipnya tidak mengakui hak milik perseorangan atas segala alat produksi , karena alat produksi harus menjadi hak milik masyarkata atau negara. Jadi, hak pereorangan harus dikalahkan dan dijadikan hak  kolektif atau umum.
3.	Demokrasi Pancasila
[bookmark: _GoBack]	Demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang bersumber pada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia, dan sumber ajarannya adalah Pancasila.. Setiap hak dan kewajiban warga negara pelaksanaan hak asasinya bersifat horizontal mauoun vertical. Sistem ini menjaga keseimbanagn antar konflik dan consensus, mendasari pembentukan identitas bersama.Hal ini menyebabkan berbagai bentuk pelaksanaan demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus berdasarkan Pancasila.

	 

		
